% Nomer:

PERATURAN DAERAH Kalupatcn Kobumcnrtcntang ' Pemakaian tanah Pcmqrintah Dacrah
X Kabupaten Kchuimen ¥,

BAB, I.
KETENTUAN UMUM ,
Pasal 1,

Dalam Peraturan Dacrah ini yan, dimaksud cengans
l,Ponerintah Dacrah Pcmerintah Dacrah Kahtupaten Kebumon;
2+.Bupati Kcpala Dacrah : Bupati Kepala Dacrah Kabupaten Keburong

*? % »e sp

3¢DePeRoDs Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Kcbumen;

LeT a2 n ah Scrua jalan,tanggul, jenbatan,lapangan dan tenmpat-tempat
lain yany ditentukan untuk unum dan diurus olch Pehlorin
tah Daerah Kaltupatcen Kcbumen,

5ePcnakaian : Pomakaian untuk scsuatu keperluan yang tideak termasuk

- keperluan unmuing
- 6eDinas Pckcrjaan Unum Dinas Pekerjaan Umum Katupaten Kebumen;
7sDinas Penghasilan )
dan Pendapatan ¢ Dinas Penshasilan dan Pencdapatan Kabupaten Kebuncn;
8+Inspcksi Kcuangan
dan Perhbendaharaan

Inspcksi Kecuanran dan Porbondaharaan Kabupaten Kebuncn,
. BAB, II, '
. LARANGAN PEMAKATAN TANAH, .
Pasal 2. : -

Dilarans ncnakai tanah tanpa ijin Bupati Kepala Dacrah.

BAB, III, .
IJIN PEMAKAIAN TAWAH, .
Pasal 33

(1) Permohonan 1jin penakaian tamah tcernmeksud dalan pasal 2 diajukan sccara tor-
tulis kepada Bupati Kepala Dacrah. _ '
s+ a.Dengan menmuat keteransan~keteran;an tentans nama dan tenpat tinggal pemo-
' hon; ’ i ) '
b.Maksud dan tujuan permintaan itu diajukan;
CeDiscrtail gpamlar dari tanah yang akan digunakan den;an nenunjukkan lctak
serta luas tanah terschuty

(2) Ijin pomakaian tanah untulk keperluan Industri discsuaikan densan ketentuan
yong berlaku bagl Dacrah Industri., '

Pasal L.

Poermohonan termaksud dalam pasal 3 dapat ditolak atas ‘asar kcpentingan unun, un
tukk mana diberitahukan kepadanya dengan surat Bupati Kepala Dacrah dengan memuat
alasan~alasannya,

Pagal 5,
Ijin peomakaian tanah runa penempatan bangunan-hansunan diberikan oleh Bupati Ko=
pala Dacrah sctclah nendengar pertimbansan-pertinbancan dari Kcpala Dinas Pcker-
Jaan Umum, Kcpala Pinas Penrhasilan dan Pencdapatan dan Kepala. Inspcksi Kcéuangan
dan Perbendaharaan, )

Pasal 6,

Ijin diberikan atas nama perscoranpan/Yayasan/Badan Hukum dan tidak dapat dilim-
pahkan kepada perscorangan/Yayasan/Bacan Hukun yany lain keccuali yang tornaksud -
dalam pasal ¥f ayat (4) Poraturdn Dacrah indi.
1% :
Pagal 7,

Ijin yangs diberikan mcenurut sarat-sarat dan ketentuan~ketentuan yans wajib. dita-
ati olch pcncpan: ijip.

\

BAB, IV,
PENCABUTAN *~ IJIN,
Pasal 8.

Ijin pemakaian tanah scwoktwmwaktu dapat dicabut karcna: : _ ‘

a,Pclaniaran sarat-sarat dan lkctentuen-ketentuan tecrnalksud dalan pasal 7 Peratu
ran Dacrah dinij : . S .

UsBertentangan dengan  ketentuan ‘umum, pencabutan mana baru dijalankan scteleh
satu bulan.Hal ini -?iberitahukan sccara tertulis kepada Pencsang ijine )

BAB., V.,
BEA PEMAKATAN TANAH,
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(L)

(2)

Untuk pemakaian tanah termaksud dalan pasal 2 Pcraturan Dacrah ini. olch Po-
merintah Dacrah dipunsut bea nmenurut ketentuan torsebut dalan Pasal 10 Pora
turan Dacrah ini. . ’

Beca terscbut dalam ayat (1) diatas harus dibayar sclelum pcenakaian tanah di.
lakukan - FE ;

Bea pemakaian tanah untuk waktu yen;; tidak tertentu dipunsut schanyake~ - ba
nyaknya untgk waktu dua lclas bulan, / ' '
\

Apabila dianggap perlu, peormekei tanah diharuskan neabayar uang tanggungan
yang jumlahnya ditontukan olch Bupati Kcpala Dacrah, v R

Pemakaian tgnah dapat mulai apabila penegang ijin sudah melunasi scrmua boas-
ya yang diatur dalam pasal 10 Pcraturan Dacrah ini. :

Pasal 10,

Beca tcrnaksud dalan pasal 9 ayat (1) ditetapkan tiap-tiap meter perscsl a -
ta% schagian dari itu, sehari-semalan paling tinggi Frel54=~~ (limabelas rupi
ah. : P
Dalam pemakaian tanah itu di i1jinkan untuk waktu-waktu seperti tersebut di-
bawah ini, maka kepada pemakai dapat diberikan keringanan dalam pembayaran
beaya ialah: ' ; R
as.Untuk pemakal sebulan atau lebih,akan tetapi kurang dari tiga bulan 20%

beUntuk pemakaian tiga bulan atau lebih,akan tetapi kurang dari enam

bulan. o L . . L] L] . L L] . L * w ° . - .° ; L L . Ld . o o L] L] o L] . 30% -

ceUntuk pemakaian enam bulan ata lebih,akan tetapi kurang dari satu

tahun - . . . Ll . L] L] - . . . o L d . L d . . L - o . . o L L L d L] LI'O%

deUntuk pemakaian setahun atau lebih o o , o o o o . . e o s o 0 o s 50%
BAB, VI, '
BATAS WAKTU PEMAKAIAN TANAH,
Pasal 11. .

Ijin pemakaian tanah beralkhirs
a.Batas waktu ijin telah berakhir dan tidak diperbaharui;

bePercabutan ijin sesuai dengan ketentuan pasal 8 Peraturan Daerah ini;
CeAtas permintaan pemakai tanah sebelum batas waktu ijin

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(L)

Pasal 12.

Apabila sesuatu ijin dicabut karena kepentingan umum, maka dalam waktu éatu
bulan setelah surat keputusan pencabutan diterima oleh Penegang igin,maka
kelebihan'bea yang telah dipenuhi dapat diminta kembali,

Apabila sesuatu ijin dicabut karena pelanggaran sarat-sarat atau ketentuan-
ketentuan yang dicantumkan dalam surat ijinnya, képada pemegang ijin kelebi
han pembayaran bea yang telah dipenuni tidak dikembalikan, '

Pasal 13,

Mengembalikan tanah dalam keadazn semula dan membingkar bangunan acalah
yan/ i kirimkan 0olch pcemaliai tanah tanpa sarat.

Apabila dalam batas waktu termaksud dalam ayat (7) pasal ini pemegang ijin
atau pemakai tanah melalaikan kewajibannya untuk membongkar bangunan-bangun .
annya dan mengembalikan dalam keadaan semula maka segala sesuatu dikerjakan
oleh Pemerintah Daeraly atas beaya yang dibebankan kepada pemegang ijin atau
pemakai tanah, - '

Apabila 'barang-barang yang diperoleh dari pembongkaran bangunan~bangunan da -
lam batas waktu satu bulan tidak diambil oleh pemegang ijin atau sipemakai
tanah, barang-barang tersebut dapatd disita dan dijual kepada umum oleh Pe-
merintah Daerah sebagai penggenti rugi atas pemakaian tanah yang tidak sah.

Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam pasal 6, maka hax kewajibe
an pemakai tanah, apabila pemegang ijin meninggal dunia, dapat dilimpahkan
kepada warisnya yang-sah yang selanjutnya dalaim batas waktu enam bulan sete
lah pemegang ijin itu meninggal dunia diharuskan mengajukan permintaan de’
ngan tertulis untuk meneruskan pemakaian tanah itu atas namanyae . '

\

Apabila dalam batas waktu tersebut dalam ayat (4) pasal ini warisnya yang
sah tidak menyampaikan permintaan ijin kepada Bupati Kepala Daerah untuk me
neruskan hal pemakaian tanah dimaksud ijin dianggap tidak berlaku lagi,

BAB, VII,.
PEMBEBASAN B E A , , f
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‘ _ L ﬁiﬁ
Pasal 1k, g : IEI o)

(1) Terhadap pemakaian . tanah untuk keperluan oleh-raga, penyelidiikan pengetahu

* an atau lain~lain hal yang berdasarkan kepentingan umum, pembayaran bea ter
maksud dalam pasal 9 Peraturan Dacrah ini dapat dibebaskan &dtau dikurangkan
sampai setinggi~tingginya 50% dari uang bea yang menurut perhitungan terse-
but dalam pasal 10,

(2) Apabila pemakaian tanah itu diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Peme
rintah Daerah untuk keperluan Dinas/Jawatan atau lain-lain hal bagi kepenti-
nhgan umum, maka pemalkaian tanah itu tidak dikenakan bea, »

Pasal 15'

Pemakaian tanah yang dimaksud dalam pasal 2 tidak boleh menimbulkan bahaya dan
atau rintangan bagi lalu lintas dan keperluan umum,

BA.BQ' IXC
SAVGSI SANGSI DAN HUKUMAN,
' Pasal 16

(1) Barangsiapa mclanggar Peraturan Dacrah ini, dihukum dengan hukuman kurungan
setinggi~tingginya 6 bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Fpe10,000,~
(sepuluhribu rupiah). : - .

(2) Apabila pelanggaran seperti termaksud dalam ayat dimuka dalam waktu: satu ta
hun setelah pelanggaran yang sama mendapat hukuman lain terulang maka terha:
dap pelanggaran yang sama mendapat hukuman-lain terulang maka terhadap. pe
langgaran ulangan . ini hukuman termaksud dalam ayat (1) dapat dilipat ganda-
kan dua kali dari hukuman yang tertinggi.

Pasal 17.

Yang diserahi tugas pengawasan @n pengusutan pelanggaran-pclanggaran ketentuan-
ketentuan Peraturan Daerah ini ialah Kepala Dinas Penghasilan Dacrah, Kepala Di
nas Pekerjaan . Umum dan Kepala Inspeksi Keuangan dan Perbendaharaan. .o

" BAB.X. ‘ :
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP, '
, Pasal 18, -
Hal-hal yeng belum eculkup diatur dalam Peraturan Deerah ini akan diatur kemudian
oleh Bupati Kepala Dacrah,

Pasal 19,

Scjak berlakunya Peraturan Dacrah ini, maka Pcraturan Daerah Kabupaten Kebumen
tentang Pemakaian Tanah yang diurus olch Peimerintah Daerah Kabupaten Kebumoen -
tanggal 17 September 1952, diundangkan delam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tang
gal 21 September 195% (Tambahan Scri C nr.26%, dinyatakan tidak berlaku lagi,

Pasal 20,

Peraturan Dacrah ini mulai berlalu pada hari pertame sctclah hari pengundangan-
nya dalam LemBaran Propinsi Jawa Tengah,

Kcbumen, 9 Pcbruari 1974

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DEWAN PERYAKTLAN -RAKVAT DAERAH KABUPATEN
: KEBUMEN KEBUMEN,
KETUA, /
MASHOED MERTOSOEGONDO, R.SOEMADJI PARTOATMODJO

/

Di sahkan dengan keputusan Gub.Kdh,Tk.I Jawa Tengah tg. 31-12-1974
No: Huk.45/7, di undangkan dalam Lembaran PropsJateng the1975 Seri C
No. 8, ’



\

PENJELAGSAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG " PEMAKATAN TANAH YANG DI URUS OLEH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN ", ' ’ )

I.UMUM : o : '

Bahwa scsuai dengan landasan idiil dan konstitusionil yang hakiki
dari Bangsa Indoncsia yaitu Pancasila dan UUD. '45 terutama yang menyangkut
pengaturan hak milik dan penguasaan tanah yang diurus olch Pemcrintah cq
Pcmerintah Dacrah harusléh tetap melandaskan prinsip untuk kepentingan rak
yat semaximal mungkin di“Daerah Kabupaten indi, - '

Maka sudah selayaknya apabila diadakan penycmpurnaan Peraturan Dacrah
yang menyangkut pengurusan tanah yang diselenggarakan olch Pemerintah Dae
rah yang scsuai dengan kemajuan bangsa Indonesia, khususnya masarakat Kabu
paten Kebumen sesuai dengan situasi dan kondisinya dewasa ini, R

Bahwa Peraturan Dacrah ini mempunyai aspek ponyempurnaan dari Porapuran
yang sudah tidak scsuai lagi bagi Dacrah kabupatcen Kcbumen: sehingga manpu
menunjang policy Pemerintah sccara umum dalam irama Ordc Baru Pcmbangunan
dewasa ini, scbab masalah tanah baik yang menjadi hak milik perorangan mau
pun tanah-tanah negera yang diurus olch Pemorintah Dacrah merupakan hak ya
yang menyangkut hukun adat yang scnantiasa di Junjung tinggi scrta essonci:
il dalam kchidupan bangsa kita, o

Disampinl usaha memberikan public-survice yang scbaik-baiknya akan pe-
makaian tanah yang di urus oleh Pemerintah Daerah, laka Peraturan Dacrah i/
ni mcrupakan salah satu’usaha meningkatkan income daerah yang harus tersc=-
lenggara sebaik-baiknya, schingga .segalanya diharapkan berjalan' mcnurut ke
adaan hukum yang Jelas, sesual dengan tuntutan jaman,

IT. PASAL IEMI PASAL:

Pasal 1 ¢ Dengan pasal ini dimaksudkan agar disamping ada kejclasan
staus tanah yang diurus oleh Pemerintah Dacrah, juga agar
lombaga Legislaticf dapat ikut menentukan policy secara
umun bagi Pemerintah dalam pclaksanaannya,

Pagal 2 cukup jelas, - -

Pasal 3 ayat (2) : Dgngan pasal ini dimaksudkan apabila Pemerintah Dacrah
kabupaten Kebumen, telah menctapkan policy tata~kota,bahwa
dacrah itu dijadikan dacrah Industri dan atau Pemerintah.

‘ Dacrah mendirikan Perusahean sendiri, .
Paral Ly 5, 6, 7 dm 8 : cukup jelas. '
Pasal 9 ayat (3) : Bagi pemakai tanah yang tidak tertentu batas waktunya,
' maka bea dinuka dipungut schanyalt-banyaknya 12 (duabelas)
- bulan, :
Pasal 10 ayat (1): Bagi penakai tonah yang menggunakan tanah lebih dari jum
‘ lah mcter persegl, maka beayanya dibulatkan keatas nenja
. _ . di meter persegi,
Pasal 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 : cukup jclas,
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